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PEMTURAN BUPATI KEPUI.AUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2OO5

Menimbang

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEI-ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO5

BUPATI KEPULAUAN RHU,

Eif,. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan -Pasal 4 Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pemientukan.
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingku/baJran f#fiFAH
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun r
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor L2 Tahun L994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, .

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun fggg tentang Peyelenggaraan
Negara Y:ng Bersih dan Bebas Korupbi, Kolusi dan lrtepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2000 Nomor 130);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 'Tahun L997 Tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20@ Norhor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40a$;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Riau; ( ur{'Rlrrflo. rll , TLr'l.pi +h'4zt1 I

+6 zoo2.

2.

4.

9.

7- ljndano-tlndano Nomor 17 Tahun 2003 tentano Keuanoan Neoara



a,

9 Undang-.Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia rinun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor a355);

9. undang-Undang Nomor 15 Tahun zoo4 tentang pemeriksaan,
Pengelolaan 9gl _Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zoo4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

10. undang-undang Nomor 2s rahun 2004 tentang sistem
Perencanaan .pembangunan Nasional (Lembaran Negarj Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lem6aran Negara
Nomor aa2\;

L1. undang-undang Nomor 32 Tahun zo04 tentang pemerintahan
' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

v 
i:i:ifi :ff*?. |:il;,.,'.',. J*1i,Hffi#$m','ff:l -U'.?:
Republik 'Indonesia Tahun 2004 Nomo r L26, rarnuahan Lembaran
Negara Nomor aa3g;

13. Peraturan pemerintah Nomor Lo4 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 40zL) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran ltegara Republik
Indonesii Tahun 2001 Nomor !57, Tambahan Lembaran Negara
Nomor a$l;

L4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan2 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan LembJran
Negara Nomor 4022);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor a02g;

16. Peraturan pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Peftanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tarnbahan Lembaran Negara
Nomor aA27);

L7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerati (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nom or 270, iambahan
Lembaran Negara Nomor 4O2g);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan penruakilan Rakyat Daerah (Lembiran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2L!, Tambahan LembJran
Negara Nomor 4029);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentano paiak Daprah



20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor a139);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan,Riau Nomor 2 Tahun 2004
Tanggal 25 Pebruari 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah; ( Lo.l<a.ta4.{. rh toel ilo .+ feciE rto 't) .

1t9

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2005
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2005.

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI KEPUI.AUAN RIAU TENTANG PENJABARAN

ANGGAMN PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH TAHUN
ANGGAMN 2OO5

23.

23.

Menetapkan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan yang sah

Belanja :

APAMTUR DAEMH
a. Belanja Administrasi Umum
b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
c. Belanja Modal

PEI-AYANAN PUBUK
Belanja Administrasi Umum
Belanja Operasi dan Pemeliharaan
Belanja Modal
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan
Keuangan Daerah
Belanja T'idak Tersangka

Rp. 59.631.000.000,00
Rp. 139.025.000.000,00
Rp. 3.930.000.000,00

Rp, 202.586.000.000,00

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

a.
b.
c.
d.

e.

64.606.790.352,00
7.896.357 .333,00
4.984.911.415,00

Rp. 77.488.059.100,00

88.958.922.322,00
33,002,757.314,00
46.808.599.026,00

25.386.800.000,00
2.246.500.000,00

Rp. 196.403.578.662,00

Rp.

Rp.

273.891.637 .762,0A

71.305.637 .7 62,00Defisit



3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Surplus Rp. 71.305,637,762,00

Pasal 2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

*ffi #ifuT;l?fldffi *ffifiLfl H'Tli:'3::H"tril:?:.1'.li;:*:"'''
Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 18 Maret 2005

,I. PJ.BUPATI KEPULAUAN RIAUTL ,

/a-

V Drs. EDDY Wuava.

Diumumkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal : 18 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

rr-^Au
/

gf' DRS. H. ANDI RIVAI S.

Rp. 74.LL6.t6L 807,00
Rp. 2.810.524.045,00

Penjabaran APBD
Lampiran Peraturan ini.

v

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2OO5


